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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin
berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543
b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis
kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata
Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam
kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar
pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

‘ Alif - tidak dilambangkan

= Ba B -

< Ta T -

< Sa S s (dengan titik diatasnya)

z Jim J -

C Ha H h (dengan titik di bawahnya)
¢ Kha Kh -

2 Dal D -

3 Zal Z z (dengan titik di atasnya)

D) Ra R -

J Zai Z -

s Sin S -

o Syin Sy -
U= Sad S s (dengan titik di bawahnya)
ua Dad D d (dengan titik di bawahnya)
= Ta T t (dengan titik di bawahnya)
L Za Z z (dengan titik di bawahnya)
¢ ¢ Ain ‘ koma terbalik (di atas)




¢ Gain G _
- Fa F ;
Qaf Q -
4 Kaf K _
J Lam L _
¢ Mim M _
© Niin N j
7 Wawu W _
y Ha H :
. Hamzah , apostrof, tetapi lambang ini
tidak dipergunakan di awal kata
@ Ya Y _

. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.
Contoh: 4l ditulis Ahmadiyyah

. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh: 4sles ditulis jama’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: W ¥! &l S ditulis karamatul-auliya’

. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

. Vokal Panjang
A panjang ditulis 3, 1 panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @, masing-
masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai
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Fathah + wawu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
denganapostrof (')
Contoh: ~3f ditulis a’antum <3« ditulis mu’annas

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh: ¢/, ditulis Al-Qura’an
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya. Contoh: 4=l ditulis asy-Syi‘ah

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: 2wy &3 ditulis Syaikh al-Islam atau Syakhul-Islam
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ABSTRAK

Cantika Alda Soraya. 2025. Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Ditinjau Dari Perspektif
Good Governance. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas
Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi titik penting
dalam perdebatan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi untuk
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Latar belakang masalah penelitian ini
muncul karena adanya pertentangan antara PKPU dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembatasan
hak politik mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Agung Nomor
46P/HUM/2018, serta menganlisis kebolehan hak politik mantan narapidana dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif Good
Governance.

Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang.
Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku
dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan
dengan studi pustaka dengan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum.
Teknik analisa bahan hukum menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang
bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan subjek serta objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46
P/HUM/2018 telah membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun
2018 yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus korupsi, narkotika, dan
kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Putusan ini menegaskan pemulihan hak politik bagi mantan narapidana sebagai
bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945. Meskipun demikian, dalam perspektif Good Governance, kebolehan tersebut
masih menimbulkan permasalahan etis dan dapat memengaruhi citra integritas
pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang selektif,
transparan, dan berintegritas dari partai politik dalam proses pencalonan agar prinsip
pemerintahan yang baik tetap terpelihara.

Kata Kunci: Good Governance, Hak Politik, Putusan Mahkamah Agung.



ABSTRACT

Cantika Alda Soraya. 2025. The Political Rights of Former Corruption Convicts
in Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018 from the Perspective of
Good Governance. Thesis of the State Administrative Law Study Program,
Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Supervisor Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

The Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018 has become a crucial
turning point in the debate over the restriction of political rights for former corruption
convicts to run as legislative candidates. The background of this research arises from
the conflict between the General Election Commission Regulation (PKPU) and Law
Number 7 of 2017. The purpose of this study is to analyze the restriction of political
rights for former convicts following the Supreme Court Decision Number
46P/HUM/2018 and to examine the permissibility of such political rights from the
perspective of Good Governance.

The research method used is normative with a statutory approach. Primary
legal materials consist of Law Number 7 of 2017 and Supreme Court Decision
Number 46P/HUM/2018. Secondary legal materials include books and legal journals.
The collection of legal materials in this study was conducted through library research
and documentation methods. The analysis technique applied is descriptive-analytical,
aiming to describe and explain the subject and object of the research.

The findings reveal that Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018
annulled Article 4 paragraph (3) of PKPU Regulation Number 20 of 2018, which
previously prohibited former convicts of corruption, narcotics, and child sexual
crimes from running as legislative candidates. This decision reaffirms the restoration
of political rights for former convicts as a form of human rights protection guaranteed
by the 1945 Constitution. However, from the perspective of Good Governance, such
permissibility raises ethical concerns and may affect the integrity and credibility of a
clean government. Therefore, selective, transparent, and integrity-based policies from
political parties are needed in the nomination process to ensure that the principles of
good governance are maintained.

Keywords: Good Governance, Political Rights, Supreme Court Decision.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
rujukan utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Undang-Undang tersebut
mengatur terkait penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, serta syarat calon
anggota legislatif. Dalam konteks pencalonan anggota legislatif, Pada pasal 240
ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana.”! Pasal tersebut menunjukkan bahwa eks
narapidana tidak sepenuhnya dilarang untuk dapat maju menjadi anggota legislatif,
dengan syarat yang bersangkutan bersikap transparan kepasa masyarakat.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa “Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang
sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum
dan pemerintahan tanpa pengecualian.” Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Namun demikian,
meskipun konstitusi menjamin kesetaraan dan perlindungan hak tersebut, Undang-
Undang Dasar 1945 juga menetapkan adanya batasan terhadap pelaksanaannya.
Hal ini tertuang dalam Pasal 28] ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam

menggunakan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib tunduk pada

! Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2M Yahya Wahyudin, “Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu

Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu,” (Siyasi: Jurnal Trias Politica, No. 1, Mei, 1, 2023), 67.



pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk menjamin
pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain, serta untuk
memenuhi tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam masyarakat yang demokratis. Lebih lanjut, pembatasan hak secara tegas
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35 ayat (1),
yang menyebutkan bahwa hak-hak terpidana dapat dicabut melalui putusan hakim
dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hak-hak yang
dapat dicabut tersebut meliputi: (1) hak untuk memegang jabatan umum atau
jabatan tertentu; (2) hak untuk masuk dalam Angkatan Bersenjata; serta (3) hak
untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Pada tahun 2018, KPU menetapkan peraturan baru melalui Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mana pada peraturan tersebut
menetapkan syarat pencalonan anggota DPR dan DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagai bagian dari rangkaian regulasi untuk Pemilu 2019. Dalam
peraturan tersebut, KPU menetapkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap
anak, bandar narkoba, dan mantan narapidana kasus korupsi tidak dapat
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai
langkah etis untuk menjaga integritas lembaga legislatif dari figure-figur yang
memiliki rekam jejak pidana, terutama dalam konteks meningkatkan keprihatinan
publik terhadap maraknya kasus korupsi di kalangan politisi. Namun, kebijakan
tersebut menuai perdebatan di masyarakat, Sebagian pihak menyambut baik

larangan tersebut karena dianggap mencerminkan semangat dalam memberantas

3 Wahyu Hindiawati, “Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun
2024”(Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, 2023), 5-6.



korupsi pada pelaksanaan Pemilu 2019. Akan tetapi, di sisi lain ada juga
kelompok yang menentang ketentuan tersebut.*

Salah satu bentuk penolakan terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20
Tahun 2018 datang dari seorang warga Negara bernama Jumanto yang merupakan
mantan koruptor. la merasakan kerugian oleh keberadaan pasal-pasal dalam PKPU
tersebut, khususnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dalam PKPU
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota menjadi dasar polemik dalam peraturan tersebut. Pasal 4
ayat (3) menetapkan larangan pembatasan yang diberlakukan terhadap pemilihan
umum untuk mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, serta
pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) mengatur
kewajiban penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan partai politik di setiap
tingkatan menggunakan formulir model B.3. Merasa hak politiknya terlanggar,
Jumanto yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi kemudian mengajukan
permohonan uji materi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa ketentuan
tersebut berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Permasyarakatan.’

Permohonan yang diajukan oleh Jumanto kemudian dikabulkan oleh
Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Pertimbangan hukum Mahkamah
Agung didasarkan pada pandangan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak
memberikan jaminan hak dasar warga negara untuk menggunakan hak pilih dan

hak memilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara

#Yusron Munawir, “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon
Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia”, (Yogyakarta: Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, No. 1, Desember, 2019), 15.

> Yustinus Patris Paat, ““ Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Larang Eks Koruptor
Nyaleg”, https://www.beritasatu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma-pkpu-yang-
larang-ekskoruptor-nyaleg (Di Akses Pada Tanggal 19 Juni 2025)
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Republik Indonesia. Hak tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) dan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia hanya dapat
dilakukan berdasarkan undang-undang. Selain itu, pengakuan terhadap hak politik
warga negara juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR), sebuah kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik
yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200A dan telah
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Selanjutnya Mahkamah Agung menilai bahwa substansi norma dalam ketentuan
tersebut dinilai berlawanan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut tidak memuat
ketentuan yang melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.° Dengan
demikian, Mahkamah Agung memutus untuk membatalkan ketentuan tersebut
karena dinilai berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki
kedudukan lebih tinggi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 yang membatalkan
larangan bagi seseorang yang mana pernah menjalani hukuman pidana korupsi
untuk maju sebagai calon anggota legislatif, dinilai belum sejalan dengan Good
Governance. Meskipun secara hukum putusan tersebut menegakkan prinsip rule of
law dan kepastian hukum yang merupakan dua komponen dasar dalam Good
Governance. Namun secara substansi, keputusan ini dinilai belum sejalan dengan
nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik yang juga menjadi pilar
utama tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun Putusan ini menjaga hak
politik sebagai bagian dari hak konstitusional, namun pelaksanannya belum

sepenuhnya mencerminkan prinsip Good Governance karena mengabaikan

6 Muhamad Aulia Ichsan, Yusrizal, dan Mukhlis, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 (Universitas Malikussaleh: Fakultas Hukum, No. 2, Oktober, 10,
2022), 5-6.



dimensi integritas publik dan akuntabilitas jabatan. Dengan membolehkan mantan
pelaku korupsi masuk kembali dalam kontestasi politik, Negara kehilangan
peluang untuk membentuk institusi yang benar-benar bersih dan dapat dipercaya
publik.
B. Rumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018?

2. Bagaimana kebolehan hak politik mantan narapidana dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif Good
Governance?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaturan hak politik mantan narapidana dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.

2. Menganalisis kebolehan hak politik mantan narapidana dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif Good
Governance.

D. Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara.
Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian akademik
mengenai dinamika pengaturan hak politik warga negara dalam sistem hukum
Indonesia, terutama dalam konteks pembatasan hak politik bagi mantan

narapidana.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembuat kebijakan,



penyelenggara pemilu, dan masyarakat luas mengenai akibat hukum dari
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terhadap partisipasi politik
mantan narapidana. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam
menyusun regulasi yang lebih adil dan proporsional antara kepentingan moral
publik dan hak-hak individu sebagai warga negara.
E. Kerangka Teori
1. Hak Asasi Manusia

Secara harfiyah, istilah hak mengandung makna sebagai kebebasan
seseorang guna bertindak ataupun menghindari suatu tindakan. Sementara itu,
istilah asasi berakar dari kata asas yang bermakna dasar atau pokok, landasan,
atau fondasi yakni “hal yang menjadi pijakan dalam berpikir maupun
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berpendapat”. Setelah menerima imbuhan akhiran “i”, kata itu menjadi asasi,
yang berarti hal yang memiliki sifat mendasar atau pokok. Dalam pengertian
istilah hak asasi merujuk pada hak dasar yang diberikan kepada setiap orang
sejak lahir, yang memberikan kebebasan bagi seseorang guna bertindak dan
menentukan pilihan hidupnya sesuai dengan kehendaknya.’

Manusia dan hak asasi manusia ialah dua konsep yang tak terpisahkan.
Saat pertama kali hadir di dunia, setiap individu telah dibekali dengan hak-hak
kodrati yang melekat secara inheren dalam dirinya. Hak-hak ini bukanlah
pemberian dari negara atau institusi mana pun, melainkan bagian esensial dari
eksistensi manusia itu sendiri. Secara fundamental, manusia adalah makhluk
yang memiliki kebebasan, baik dalam berpikir, berpendapat, maupun
bertindak.® Kebebasan tersebut merupakan wujud dari martabat manusia

sebagai makhluk rasional dan moral, yang tidak dapat diabaikan ataupun

dicabut tanpa alasan yang sah secara hukum dan etika.

7 Serlika Aprita, Yonani Hasyim “Hukum Dan Hak Asasi Manusia” (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2020), 5.

8 Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”
(Semarang: Universitas Diponegoro, t.th), 1.



Hak Asasi Manusia ialah hak yang terdapat atas tiap-tiap orang saat
diperanakkan sebagai karunia berasal dari Tuhan. Hak itu bersifat fundamental
dan kodrati, sehingga tidak dapat dicabut maupun dialihkan, serta menjadi
tanggung jawab bersama guna dilindungi, dijaga dan dihormati oleh negara dan
masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang No 39 Tahun 1999
mengenai Hak Asasi Manusia, HAM dipahami sebagai sekumpulan ada pada
diri dan keberadaan setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang
merupakan anugerah dan harus dilindung, dijaga serta dihormati oleh
pemerintah, negara dan seluruh individu guna melindungi harkat serta martabat
manusia.’

Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia
terbagi menjadi empat yaitu:
1. Universal
2. Tak Terbagi
3. Saling Bergantung
4. Saling Terkait
2. Good Governance

Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan
“governance” adalah “pemerintahan”.!® Dalam pelaksanaannya, pemerintah
berkewajiban menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
transparan, dan berintegritas, yang mampu menciptakan rasa aman, nyaman,
serta kepuasan bagi seluruh masyarakat dalam iklim kepemimpinan yang
demokratis, guna mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera berlandaskan
pada nilai dan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta

Pancasila.

9 Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., Arif, B., Hak Azasi Manusia. Hibah Materi
Pembelajaran Non Konvensional 2012, 2.

10 Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, Good Governance Pengelolaan Keuangan
Daerah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 60.



Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek
fundamental (asas) dalam good governance yang harus diperhatikan, yiatu:
Partisipasi, Transparansi, Responsif, Penegakan hukum, Akuntabilitas,
Oreintasi kesepakatan, Kesetaraan, Efektivitas dan efisiensi, dan Visi strategis.

3. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang
menggambarkan suatu perubahan dari keadaan yang jujur, adil, dan benar
menjadi keadaan yang rusak atau menyimpang. Kata corruptio sendiri berakar
dari kata kerja corrumpere, yang memiliki makna merusak, membusukkan,
menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyuap. Sementara itu, menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi dapat dimaknai sebagai perbuatan
menyalahgunakan atau menyelewengkan dana milik negara maupun perusahaan
demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak tertentu.

Korupsi dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang
atau kekuasaan yang menyimpang dari ketentuan hukum, norma, maupun nilai
moral yang berlaku, sehingga mengikis kepercayaan publik. Perilaku koruptif
ini bersifat destruktif karena tindakan tersebut tidak hanya memicu kerugian
materi bagi negara, namun juga mengganggu dan merusak struktur sosial
masyarakat, moralitas, dan integritas lembaga pemerintahan maupun
masyarakat secara luas.

Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan
atau amanah yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan
pribadi. Ia menegaskan bahwa korupsi mencakup perilaku pejabat publik baik
dari kalangan politisi atau aparatur Negara yang secara tidak pantas dan
bertentangan dengan hukum menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya
diri sendiri maupun pihak lain. Sementara itu, Robert Klitgaard memandang
korupsi sebagai bentuk penyimpangan dari tanggung jawab jabatan publik, di
mana seseorang mengutamakan kepentingan pribadi seperti peningkatan status

atau keuntungan materi bagi diri sendirt maupun kelompok tertentu.



Menurutnya, korupsi merupakan tindakan khas pejabat publik yang
memanfaatkan wewenang atau kedudukan yang dimiliki demi memperoleh
manfaat pribadi.!!
Terdapat beberapa dampak korupsi, antara lain:
a. Dampak terhadap politik dan demokrasi
1. Munculnya kepemimpinan korup
2. Hilangnya Kepercayaan Publik Pada Demokrasi
3. Menguatnya Plutokrasi
4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat
b. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
1. Fungsi Pemerintahan Mandul,
2. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara
F. Penelitian yang Relevan

Telah ditemukan penelitian relevan yang berjudul Hak Politik Mantan
Narapidana, Sebagai berikut:

Pertama, Daeng Alpan Malaerangeng yang berjudul Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan
Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik
Islam.'> Metode penelitian ini yaitu normatif. Penelitian ini bertujuan untuk
menguraikan  dasar  pertimbangan hakim  Mahkamh  Agung Nomor
46/P/HUM/2018 terkait pencalonan eks koruptor sebagai anggota legislatif,
mengetahui hasil analisis terhadap putusan tersebut dalam perspektif Hak Asasi
Manusia, serta mengkaji pandangan filsafat politik Islam terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 menyatakan larangan

11'Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, Hukum Pidana Korupsi (Banten: PT Sada Kurnia
Pustaka, 2023), 3-4.

12 Daeng Alpan Malaerangeng, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia Dan Filsafat Politik Islam”, (Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq,2023)



eks koruptor maju sebagai anggota legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak berlaku, karena berlawanan dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Perbedaan penelitian terdahulu menjelaskan pandangan filsafat politik islam
terhadap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sangat berlawanan
dengan syariat islam. Persamaan untuk membahas putusan Mahkamah Agung
Nomor 46P/HUM/2018.

Kedua, Sarah Sundari yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan
Narapidana.'> Metode yang digunakan yaitu hukum empiris. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami ketentuan hukum mengenai pencalonan eks
narapidana sebagai anggota legislatif, mengidentifikasi kriteria mantan narapidana
yang dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, serta menganalisis
secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Hasil penelitian
ini pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana diatur dalam Pasal 240
ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana dalam pasal tersebut
menjelaskan bahwa mantan narapidana masih diberikan peluang untuk maju
sebagai calon anggota legislatif, asalkan secara transparan menyampaikan kepada
masyarakat mengenai status hukum yang pernah disandangnya. Eks narapidana
yang tidak diperkenankan mencalonkan diri adalah mereka yang enggan atau tidak
bersedia mengungkapkan kepada masyarakat tentang statusnya. Perbedaan
penelitian terdahulu membahas Analisis Yuridis putusan Mahkamah Agung
Nomor 46P/HUM/2018 sedangkan penelitian ini membahas dengan perspektif
good governance. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah

Agung Nomor 46P/HUM/2018.

13 Sarah Sundari, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46P/HUM/2018 Tentang
Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana” (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera
Utara, 2021)
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Ketiga, Muhammad Ya’qub Khaidir yang berjudul “Hak Politik Mantan
Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018)”.!* Metode ini menggunakan
deskriptif-analitis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis pada
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan untuk memahami
implikasi hukum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Putusan Mahkamh Agung sudah sesuai
dengan hukum positif sebab Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak sesuai
dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun, dari segi waktu, putusan
tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan
penyelesaian perkara dalam 30 hari. Jadi, secara materi sesuai hukum positif,
tetapi secara prosedur waktu tidak. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu hanya
fokus terhadap hak politik mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai
anggota legislatif sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pembatasan hak
politik setelah adanya Putusan Mahkamh Agung Nomor 46P/HUM/2018, serta
dianalisis dengan teori good governance. Persamaannya yaitu membahas hak
politik mantan koruptor dalam konteks pemilu.

Keempat, Asti Inayah yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 46P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana Dapat Menjadi Calon
Legislatif Dalam Penyelenggaraan Good Government”."> Penelitian ini
menggunakan 2 metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan analitis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan
pengujian peraturan Perundang-undangan, mengetahui larangan calon anggota

legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018,

14 Muhammad Ya’qub Khaidir, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih
Dlam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018”
(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2019)

15 Asti Inayah, dkk, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018
Terhadap Mantan Narapidana Dapat Menjadi Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Good
Government” (Aceh: Fakultas Hukum, No. 13, April, 2025), 127.
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menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terhadap
Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 20 Tahun 2018, analisis mantan
koruptor sebagai calon legislatif, dan mengetahui penyelenggaraan Good
Governance dalam Pencalonan Legislatif. Hasil penelitian ini yaitu MA melalui
Putusannya menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 berlawanan dengan peraturan diatasnya. Oleh karena itu, frasa mantan
narapidana korupsi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan
kebolehan mencalonkan diri tersebut menjadi wujud penerapan good governance
serta penghormatan terhadap hak politik warga Negara sebagaimana dijamin Pasal
28 Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu
penelitian ini menekankan implikasi hukum Putusan Mahkamh Agung terhadap
kebolehan mantan koruptor menjadi calon legislatif dalam konteks
penyelenggaraan good governance, sedangkan penelitian ini menganalisis lebih
mendalam putusan Mahkamah Agung dalam perspektif good governance.

Kelima, Aurelia Citra Putri Pratama dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana
yang berjudul “Pengaturan hak politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi
Berdasarkan Putusan Mahmakah Agung Nomor 46P/HUM/2018.'¢ Metode ini
yaitu hukum normatif”. Tujuannya untuk mengetahui Putusan Mahmakah Agung
Nomor 46P/HUM/2018 mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi
dalam pemilu, dan mengetahui upaya yang dapat dilaksanakan agar bolehnya
mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu tidak semakin meningkatkan
kasus korupsi. Hasil Penelitian ini Putusan Mahkamh Agung Nomor
46P/HUM/2018 membuka peluang bagi eks koruptor menjadi calon anggota
legislatif, karena pembatasan hak politik dinilai hanya sah jika diatur dalam
undang-undang atau putusan pengadilan, bukan lewat peraturan yang hierarkinya

lebih rendah. Perbedaan Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pengaturan

16 Aurelia Citra Putri Pratama dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Pengaturan hak politik
Bagi Mantan Narapidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahmakah Agung Nomor 46P/HUM/2018”
Jurnal Kertha Wicara, Vol. 14, No. 04, 2025.
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hukum dan upaya pencegahan korupsi setelah diperbolehkannya mantan terpidana
maju dalam pemilu, sedangkan penelitian ini menganalisis hak politik mantan
narapidana dalam perspektif Good Governance. Persamaannya yaitu keduanya
membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan kaitannya
dengan hak politik eks koruptor.

Penelitian terdahulu cenderung terfokus pada satu aspek tertentu seperti
pengaturan hukum, implikasi politik, atau tinjauan Hak Asasi Manusia saja.
Sedangkan Penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan hukum, tetapi juga
memberikan refleksi kritis terhadap bagaimana penerapan hak tersebut dapat
berdampak pada citra pemerintahan, kepercayaan publik, dan prinsip Good
Governance. Oleh karena itu, penelitian ini lebih kompleks, analitis, dan
berimbang, karena menghubungkan antara nilai-nilai Hak Asasi Manusia,
moralitas politik, dan praktik pemerintahan yang bersih dalam satu kerangka
berpikir yang utuh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan kategori penelitian hukum normatif, karena

objek kajian yang diteliti berupa norma hukum yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Muhammad Siddiq
Armia, Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berpusat
pada analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertulis
maupun norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.!”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara

menelusuri serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan

7 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum (Banda
Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8.
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regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang menjadi
fokus penelitian. '8
. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, dan lainnya.
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari
berbagai literatur seperti jurnal atau buku hukum yang memuat prinsip dasar
atau asas hukum, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian di bidang
hukum, serta referensi pendukung lainnya seperti kamus dan ensiklopedia
hukum.
. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif
dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode dokumentasi terhadap
berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Proses
pencarian bahan hukum itu dapat dilakukan dengan cara membaca, mengamati,
mendengarkan, serta memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia
melalui media cetak maupun internet.'

. Teknik Analisa Bahan Hukum

18 Muhaimin, Metode Penelitian Humum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.
19 Sigit Sapto Nugroho, Dkk., Metodologi Riset Hukum (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 70.
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Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menjelaskan subjek serta objek penelitian dijabarkan
sebagaimana adanya, sesuai dengan data dan temuan yang diperoleh, sehingga
memberikan pemaparan yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang
diteliti.?’

H. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab
membahas secara detail mengenai penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori: Bab ini menjelaskan teori yang digunakan oleh
peneliti dalam penelitian ini, yaitu teori hak asasi manusia, teori good governance
dan teori korupsi. hal ini memiliki peran penting dalam membantu peneliti untuk
menangani permasalahan yang ada.

Bab III Hasil Penelitian: Bab ini menjelaskan tentang duduk perkara,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, Pertimbangan Hakim
Mahkamah Agung, dan Amar Putusan.

Bab IV Pembahasan Penelitian: Bab ini menganalisis kebolehan hak
politik bagi mantan narapidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor
46P/HUM/2018 dalam perspektif Good Governance.

Bab V Penutup: Bagian ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

20 Sigit Sapto Nugroho, Dkk., Metodologi Riset Hukum (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 93.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 muncul sebagai bentuk tanggapan
terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menetapkan
larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota
legislatif. Larangan tersebut dinilai menyalahi prinsip konstitusional karena
membatasi hak politik warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Mahkamah Agung menilai KPU telah melampaui kewenangannya dengan
membentuk norma baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga bertentangan dengan asas lex superior
derogat legi inferiori.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak untuk
dipilih dan memilih adalah hak asasi yang hanya dapat dibatasi oleh Undang-
Undang, bukan oleh peraturan teknis seperti PKPU. Setiap pembatasan terhadap
hak politik harus memiliki dasar hukum yang kuat, misalnya melalui putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pembatasan
sepihak oleh KPU dianggap bertentangan dengan prinsip rule of law dan asas
pembentukan peraturan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018
menjadi penegasan atas pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan
ham dalam penyelenggaraan pemilu. Putusan ini tidak hanya memperkuat posisi
hukum warga negara di hadapan negara, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tata
kelola pemerintahan yang baik harus dijalankan dengan menjunjung asas legalitas,
akuntabilitas, dan kesetaraan tanpa mengabaikan semangat moralitas dan integritas

dalam sistem politik nasional.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 adalah tonggak penting
dalam penguatan prinsip konstitusional mengenai kebolehan hak politik mantan
narapidana, khususnya mantan narapidana korupsi, untuk maju sebagai anggota
legislatif. Putusan ini menegaskan bahwa hak politik merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), yang
menempatkan setiap warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum
dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak
politik hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang, bukan oleh peraturan
pelaksana seperti PKPU yang mempunyai kedudukan hukum lebih rendah.

Secara hukum, putusan ini memperkuat asas lex superior derogat legi
inferiori dan prinsip rule of law, di mana setiap kebijakan pemerintah harus
berlandaskan hukum yang sah dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-
Undang. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Agung menegakkan
supremasi hukum serta melindungi hak konstitusional warga negara dari tindakan
penyelenggara pemilu yang berpotensi menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa
Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum, tetapi
juga menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin tegaknya prinsip keadilan
dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dalam perspektif good governance, Putusan Mahkamah Agung tersebut
mencerminkan penerapan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi publik. Mahkamah menegaskan pentingnya tanggung jawab moral
calon legislatif melalui kewajiban keterbukaan status hukum mantan narapidana
kepada publik. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak politik
individu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang
bersih, jujur, dan berkeadilan. Dengan demikian, hak politik mantan narapidana
tetap diakui tanpa mengabaikan nilai-nilai integritas dan kredibilitas dalam

kehidupan politik nasional.
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Dari aspek sosial, putusan ini menimbulkan dua pandangan yang
berlawanan. Di satu sisi, kebolehan mantan narapidana mencalonkan diri
dipandang sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip
reintegrasi sosial. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan turunnya kepercayaan
publik terhadap lembaga legislatif dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh sebab
itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat, transparansi,
serta pendidikan politik bagi masyarakat agar tetap kritis dan rasional dalam
menentukan pilihan. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor
46P/HUM/2018 menjadi landasan penting bagi penguatan demokrasi
konstitusional dan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas di Indonesia,
dengan menempatkan keadilan, kesetaraan, serta moralitas publik sebagai inti dari
good governance.

. Saran
Sebagai bentuk kontribusi dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak — pihak terkait,
antara lain:
1. Kepada Pemerintah
Perlu dibuat Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas mengatur
batasan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.
Pembatasan tersebut harus diatur dalam Undang-Undang, bukan peraturan
teknis, agar memiliki legitimasi konstitusional yang kuat serta tidak
menimbulkan pertentangan antar norma hukum.
2. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU disarankan agar dalam membentuk norma baru di bawah Undang-
Undang tetap berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dan
tidak menambah atau mengurangi substansi hukum yang telah diatur oleh

Undang-Undang, guna menghindari pelanggaran asas lex superior derogat legi
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inferiori serta menjaga prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pemilu.
3. Kepada Masyarakat
Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi perlu meningkatkan
kesadaran politik dan moral dengan menolak calon yang memiliki rekam jejak
koruptif. Partisipasi publik yang cerdas dan kritis merupakan syarat utama

terbentuknya pemerintahan yang bersih dan demokratis.
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